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Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Prabowo Subianto, menerima
kunjungan Duta Besar Kazakhstan H.E. Mr Daniyar Sarakenov di Kementerian
Pertahanan pada 13 Januari 2023. Dalam pertemuan ini dibahas upaya membangun
kerja sama pertahanan kedua negara. Menhan Prabowo Subianto menjelaskan, dalam
membangun kerja sama pertahanan, Indonesia berpedoman pada tiga pilar kebijakan,
yaitu membangun rasa saling percaya, membangun kapasitas pertahanan, dan
mendorong kemandirian industri pertahanan.

Dalam kerja sama pertahanan dengan Kazakhstan, Menhan Prabowo berharap dapat
menjajaki berbagai potensi kerja sama, seperti pengembangan pendidikan militer,
pengembangan teknologi pertahanan, dan peluang lain yang dapat dijajaki bersama.
Dalam bidang industri pertahanan, Indonesia berharap dapat menjalin kerja sama
melalui mekanisme alih teknologi. Diharapkan ke depan, Indonesia dan Kazakhstan
dapat mengembangkan produksi bersama. 

Letter of Intent antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian
Pertahanan Republik Kazakhstan tentang Kerja Sama Bilateral di Bidang Pertahanan
telah ditandatangani secara sirkuler pada 29 Juni 2021 di Jakarta oleh Wakil Menteri
Pertahanan Republik Indonesia, M. Herindra dan pada 3 September 2021 di Nur
Sultan oleh Wakil Menteri Pertahanan Republik Kazakhstan. Ruang lingkup kerja sama
tersebut meliputi kunjungan pejabat tinggi dan pejabat tingkat operasional, promosi
kerja sama pendidikan dan pelatihan, pertukaran pengalaman di bidang kegiatan
pemeliharaan perdamaian, serta bidang kerja sama lain yang dapat disepakati
bersama.

Selain kerja sama dalam bidang alutsista, sebenarnya hal yang dapat dipelajari dari
Kazakhstan dalam mengembangkan kekuatan pertahanannya adalah pada aspek
memberdayakan komponen cadangannya. Angkatan Bersenjata Republik Kazakhstan
adalah angkatan bersenjata terpadu. Angkatan bersenjata ini terdiri dari pasukan
darat, pasukan udara, pasukan angkatan laut, dan garda nasional. Adapun garda
nasional merupakan bagian dari angkatan bersenjata yang diisi oleh komponen
cadangan pertahanan negara Kazakhstan, yaitu masyarakat sipil. Dengan menyadari
bahwa masyarakat merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kekuatan
pertahanan negara Kazakhstan, maka pemerintah Kazakhstan semakin serius untuk
memberdayakan kekuatan komponen cadangan, yaitu masyarakat sipil, untuk
mengoptimalkan pertahanan negara. Hal ini juga didukung oleh arah kebijakan luar
negeri Kazakhstan yang memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan stabilitas
geopolitik dan keamanan regional.

KERJA SAMA PERTAHANAN
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UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. 

Sumber

Dalam melakukan kerja sama pertahanan dengan Kazakhstan, Komisi I
DPR RI perlu mengingatkan Menhan RI agar memerhatikan ketentuan
dalam Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Industri Pertahanan, yaitu bahwa pertama, alutsista yang diprioritaskan
untuk diadakan di Indonesia nantinya haruslah yang belum atau tidak
dapat dibuat di dalam negeri. Kedua, pengadaan alutsista harus
mengikutsertakan partisipasi Industri Pertahanan di Indonesia. Ketiga,
kerja sama pertahanan dengan Kazakhstan harus mengedepankan
prinsip alih teknologi yang berkelanjutan. Keempat, harus ada imbal
dagang kandungan lokal dan/atau offset paling rendah 85%. Kemudian,
sesuai dengan ayat (8)nya, berdasarkan kebutuhan operasional,
Pengguna (dalam hal ini khususnya TNI) dan Industri Pertahanan dapat
bersama-sama merumuskan spesifikasi teknis alutsista yang dibutuhkan
secara riil. Selanjutnya, Menhan RI juga harus didorong untuk
mempelajari bagaimana Kazakhstan mengembangkan komponen
cadangannya secara efektif selama ini.

A
te

ns
i D

PR

Ja
nu

ar
i

Is
u 

Se
pe

ka
n

M
in

gg
u 

ke
-3

 
(1

2 
s.

d.
 1

8 
Ja

nu
ar

i 2
02

3)
 

 B
id

an
g 

Po
lh

uk
am

, K
om

is
i I

Komponen cadangan Kazakhstan dibentuk untuk bersiap tanpa menunggu ancaman
tiba di depan mata, apalagi saat ini ancaman proxy meluas ke berbagai negara di dunia.
Kazakhstan mengupayakan dengan keras agar pertahanannya mampu bertahan dari
segala bentuk ancaman. Untuk menghasilkan penyelenggaraan sistem pertahanan
negara yang efektif dan efisien, maka komponen cadangan menjadi prioritas.
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